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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan pembahasan dan hasil penelitian yang telah penyusun  

laksanakan mengenai masalah tindak pidana pemerkosaan maka dapat ditarik 

kesimpulan sebagaai berikut: 

1. Dari hasil pemeriksaan perkara Nomor 35/Pid.Sus/2016/PN.Pya. 

Pembuatan alat bukti berupa Visum et repertum dalam hal ini yang dibuat 

oleh dokter kehakiman/dokter spesialis yaitu pejabat yang berwenang 

berdasarkan pengetahuanya dan ditandatangani dibawah sumpah jabatan. 

Mengenai pihak yang berwenang dalam pembuatan alat bukti visum et 

repertum dalam PUTUSAN Nomor:35/Pid.Sus/2016/PN.Pya. kasus 

pemerkosaan di Pengadilan Negeri Praya adalah dokter Spesialis SpOG 

yang ada di rumah sakit umum kota peraya. 

Dokter spesialis SpOG adalah dokter yang mendalami kesehatan 

sistem reproduksi. 

2. Dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara menggunakan alat 

bukti Visum et repertum adalah sebagai berikut: 

a. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di Persidangan dalam hal ini 

hakim telah mempertimbangkan beberapa alat bukti yang di ajukan 

dipersidangan sehingga hakim memdapatkan keyakinan untuk 

memutus perkara tersebut melalui dukungan alat bukti Visum et 
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repertum yang diajukan di persidangan yang dimana terdapat luka 

robekan di selaput darah; 

b. Selain itu juga didukung dengan keterangan terdakwa dan berbagai 

saksi-saksi yang diajukan di persidangan yang mempunyai 

kesesuaian antara alat bukti lain sehingga hakim memproleh 

keyakinan untuk memutus perkara tersebut 

c. Dalam PUTUSAN No: 35 /Pid.Sus/2016/PN.Pya Hakim Melihat alat 

bukti Visum et repertum yang di buat oleh dokter ahli (dr. GUSTI 

NYOMAN SUTAMA,SpOG) sudalah sesuai dengan Pasal 184 ayat 

(1) KUHAP, yang dimana digunakan dalam bentuk  tulisan sebagai 

alat bukti surat. Hasil pemeriksaan tersebut dibuat oleh pejabat yang 

berwenang berdasarkan pengetahuanya dan ditanda tangani dibawah 

sumpah jabatan, sehingga secara otomatis menjadi akta autentik dan 

mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna, sehingga 

dalam perkara ini hakim menganggap perbuatan yang dilakukan oleh 

terdakwa sudah sah dan meyakinkan bersalah. 

B. Saran  

Mengingat peran Visum et repertum dalam kasus tindak pidana 

pemerkosaan yang begitu berpengaruh dalam membentuk keyakinan hakim, 

maka dalam hal ini pembuatan Visum et repertum harus memenuhi syarat 

formil dan materil, yang dimana dalam pembuatanya harus sesuai prosedur 

dan harus selalu dibuat oleh dokter kehakiman/dokter spesialis yang 

mempunyai keahlian khusus dalam setiap penyelesaian perkara tindak pidana 
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pemerkosaan. Sehingga dalam pemutusan perkara tindak pidana pemerkosaan 

hakim memberikan putusan sesuai dengan rasa keadilan yang sebenar-

benarnya. 
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